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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis tentang pengaruh 

penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan 

instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji statistik t, penerapan akuntansi keuangan 

daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,341 (Sig. > 0,05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan daerah tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

2. Berdasarkan hasil uji statistik t, pengawasan kualitas laporan 

keuangan instansi pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,078 (Sig. 

> 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan kualitas laporan 

keuangan instansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. 

3. Berdasarkan hasil uji statistik t, kejelasan sasaran anggaran 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 (Sig. < 0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

4. Berdasarkan hasil uji statistik t, sistem pelaporan memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (Sig. < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. 

 

B. KETERBATASAN 

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada penelitian ini hanya dilihat 

pengaruhnya dari empat variabel independen yaitu penerapan akuntansi 

keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan keuangan instansi 

pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan. 

2. Penelitian ini menggunakan data-data yang diberi ijin untuk mengukur 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain yaitu Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeah (BPKAD), Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda), BAPPEDA, Dinas PU dan Tata Ruang, serta Bagian 

Administrasi Pembangunan, dari seluruh OPD yang ada di Kota Madiun. 

3. Penelitian ini belum mengidentifikasi lama bekerja di posisi jabatan terakhir 

responden sehinga dapat berpengaruh pada pemahaman pada bidang 

penelitian yang terkait. 

 

C. SARAN 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan di atas, peneliti selanjutnya 

disarankan untuk: 
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1. Penelitian selanjutnya hendaknya ditambahkan variabel penelitian lain yang 

mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selain variabel 

penerapan akuntansi keuangan daerah, pengawasan kualitas laporan 

keuangan instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran dan sistem 

pelaporan, antara lain yaitu pengendalian akuntansi, budaya organisasi, 

motivasi kerja, dan kesulitan sasaran anggaran.  

2. Penelitian yang akan datang diharapkan untuk memperluas objek 

penelitiannya, misalnya tidak hanya pada OPD di Kota Madiun tetapi juga 

di Kabupaten Madiun, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih 

luas. 

3. Penelitian yang akan datang diharapkan untuk memberikan kriteria berapa 

lama bekerja pada posisi jabatan terakhir. 
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